BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Analisis Rasio Keuangan
Analisis Rasio keuangan adalah usaha mengidertifiia-ciri keuangan
berdasarkan laporan tersedia (Abdul Halim 2007:2B&gi perusahaan swasta
(lembaga yang bersifat komersial), analisis rasigakgan umumnya terdiri atas:
1. Rasio likuiditas, yaitu rasio yang menggambarkam&®apuan perusahaan
untuk memenuhi kewajibannya segera.
2. Rasio leverage, yaitu rasio yang mengukur perbgagin dana yang
disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjanugahaan dari kreditur.
3. Rasio aktivitas, yaitu rasio yang digunakan untudngukur efektif tidaknya
perusahaan dalam menggunakan dan mengendalikanesymabg dimilki
perusahaan.
4. Rasio profitabilitas, yaitu yaitu rasio yang mengukemampuan perusahaan
dalam menghasilkan laba.

Rasio-rasio tersebut perlu disusun untuk  melayaitiakp yang

berkepentingan dengan perusahaan yaitu, para lregémegang saham, dan
pengelola perusahaan.

MenurutPrastowo dan Juliaty (2005:80) “Analisis rasio bertujuan untuk
menilai efektivitas perusahaan dalam rangka mamkala aktivitas usahanya,
yang pada akhirnya dapat memperoleh informasi memgé&ekuatan dan
kelemahan perusahaan”.

Walaupun terlihat sederhana, rasio keuangan mamm@mberikan
gambaran yang lebih berarti bagi penganalisa tgrivark-buruk kinerja finansial
perusahaan jika dibandingkan dengan harus meléggadrdn keuangan yang
disajikan perusahaan. Keunggulan penggunaan analisio keuangan, antara
lain:

1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statigng lebih mudah

dibaca dan ditafsirkan.



2. Rasio merupakan pengganti yang lebih sederhanaimfarmasi yang
disajikan laporan keuangan yang sangat rinci damtru
Mengetahui posisi perusahaan tentang industri. lain
Sangat bermanfaat untuk bahan dalam pengambilanussm.
Mempermudah dalam membandingkan perusahaan deregasapaan lain
dengan melihat perkembangan perusahaan secardipetiau time series.
6. Mempermudah melihat trend perusahaan serta melakuiealiksi dimasa

yang akan datang.

2.2 Analisis Rasio Keuangan APBD

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengembandingkan
hasil yang dicapai dari satu periode dengan pergebelumnya sehingga dapat
diketahui bagaimana kecenderungan yang terjacairsel, dapat pula dilakukan
dengan cara membandingkan dengan rasio keuangatagernentu dengan rasio
keuangan daerah lain yang terdekat atau ataupum peiensi daerahnya relatif
sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuapgamda tersebut terhadap

pemda lainnya.

2.2.1 Bentuk-bentuk Rasio Keuangan APBD
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukan kemampuaerpgah daerah
dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pegiman, dan pelayanan
kepada masyarakat yang telah membayar pajak dabusstsebagai sumber
pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirianngauma daerah ditunjukan
oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PADandingkan dengan
pendapatan daerah yang berasal dari sumber lagalmga bantuan pemerintah

pusat ataupun dari pinjaman.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah PAD
TotalPendapatabaerah



Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungamalaéerhadap sumber dana
eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian medgag arti bahwa tingkat

ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak e#kt@éerutama pemerintah

pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikitangmbaliknya.

Kriteria penilaian kemandirian keuangan daerahadal

Tabel 2.1
KRITERIA KEMANDIRIAN
Rasio PAD terhadap APBD Kriteria
0,00-10,00 Sangat Kurang
10.01-20,00 Kurang
20,01-30,00 Sedang
30,00-40,00 Cukup
40,01-50,00 Baik
>50,00 Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri (dalam Dasril MuniG2047)

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Bakrah

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan PEMDA amal
meralisasikan PAD yang direncanakan dibandingkaigaie realisasi penerimaan
PAD.

) - RealisasPenerimaaPAD
Rasio Efektivitas = -
Rencan Penerimaa PAD

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikakegoefektif apabila
rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar la®®%1 Namun demikian,
semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuaratapun semakin baik.

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkabapdmgan antara
besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperolellggatan dengan realisasi
pendapatan yang diterima.

_BiayauntukmemperoleiPAD
Realisas Penerimaa PAD

Rasio Efisiensi




Kinerja PEMDA dalam melakukan pemungutan pendapdikategorikan
efisien apabila rasio yang dicapai kurang dariduali bawah 100%. Semakin
kecil rasio efisiensi berarti kinerja PEMDA semakigik.

Kriteria Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Kegan Daerah adalah
sebagai berikut:

Tabel 2.2
KRITERIA EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH

Persentase Kriteria

Diatas 100% Sangat Efektif
90%-100% Efektif

80%-90%
60%-80%
Kurang dari 60%

Cukup Efektif
Kurang Efektif
Tidak Efektif

Sumber: Tim Litbang Depdagri (dalam Dasril MuniG2047)

Tabel 2.3
KRITERIA EFISIENS| PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Persentase Kriteria
100% keatas Tidak Efisien

90%-100%
80%-90%
60%-80%

Dibawah 60%

Kurang Efisien
Cukup Efisien
Efisien

Sangat Efisien

Sumber: Tim Litbang Depdagri (dalam Dasril MunitG2047)

3. Rasio Aktivitas/Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana PEMDA memprakéa alokasi
dananya pada belanja rutin dan belanja pembangseeara optimal. Semakin
tinggi persentase dana yang dialokasikan untuknfzeleutin berarti persentase
belanja pembangunan yang digunakan untuk menyedis&eana dan prasarana
ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Sesgattarhana, rasio keserasian

tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:



TotalBelanjaRutin
Total APBD

RasioBelanjaRutin tertradapAPBD =

Rasio Belanja Pembanguna-.lf_‘.gtalBEIanJaPembangu"a
Total APBD

Belum ada tolak ukur yang pasti berapa besarnya batanja rutin maupun

belanja pembangunan terhadap APBD yang ideal, &aangat dipengaruhi oleh
dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kelvutinvestasi yang
diperlukan untuk untuk mencapai pertumbuhan yantargitkan. Namun
demikian, sebagai daerah di negara berkemban@ngempemda untuk memacu
pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. CGleén& itu, rasio belanja
pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingha sesuai dengan
kebutuhan pembangunan di daerah.
4. Rasio Pertumbuhagrowth ratio

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemerRitMDA dalam
mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yelad) ticapainya dari
periode ke periode berikutnya. Diketahinya pertun@ouuntuk masing-masing
komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapgamnadan untuk
mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatdratian.

Untuk menghitung pertumbuhan APBD yaitu dengan nasrdimgkan
antara antara data anggaran/realisasi tahun ke-data anggaran/realisasi tahun
ke-0 atau tahun (n-1) dikali 100%. Semakin tinggsih perhitungan tersebut,

maka pertumbuhan APBD semakin baik.

2.2.2 Pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasikeuangan APBD

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rksiangan pada
APBD ini adalah:
1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat)

2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam penyusuR&DAerikunya.



3. Pemerintah pusat/propinsi sebagai bahan masukammdamembina
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
4. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akaat tnemiliki saham

PEMDA, bersedia memberi pinjaman ataupun membdlad.

2.3 APBD
2.3.1 Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ladalatu rencana
keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdaspekaturan daerah tentang
APBD yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyatl khi seperti yang
disebutkan dalam UU No. 32 tahun 2004 tntang Piataér Daerah pasal 179
bahwa “ APBD merupakan dasar pengelolaan keuangarak dalam masa 1
tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampagatei31 Desember”. Dalam
hal ini baik buruknya pengelolaan keuangan daeegdatddilihat dari bagaimana
APBD disusun dan dilaksanakan.

2.3.2 Fungsi APBD
Menurut pasal 16 Permendagri No. 13/2006, APBD rkinfiingsi sebagai
berikut:

1. Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daeraladiaasar untuk
melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahumgesangkutan.

2. Perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daergadmpedoman
bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan padan tafang
bersangkutan.

3. Pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerghdimgedoman
untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan petalerdaerah sudah
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah thanahkan untuk
menciptakan lapangan kerja/mengurangi penganggdaanpemborosan
sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan gfgiperekonomian.



5. Distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggadaerah harus
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran perafridderah menjadi
alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbahgatamental

perekonomian daerah.

2.3.3 Tujuan APBD
Menurut Mardiasmo tujuan dari proses penyusunamaag pada sektor
pemerintahan adalah:
1. Membantu pemerintah  mencapai tujuan fiskal dan ngiatkan
koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerarah
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalanyadiakan barang
dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi pasrlielanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawabameietah kepada
DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.3.4 Prinsip Penyusunan APBD
Sebagaimana dalam Peraturan Mentri Dalam Negri 3062007 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan BekejahTahun Anggaran
2008 bahwa dalam penyusunan APBD agar memperhafgcarsip-prinsip
sebagai berikut:
1. Partisipasi Masyarakat
Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputdakm proses
penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin atlelib partisipasi
masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akanddakkewajibannya
dalam pelaksanaan APBD.
2. Transparansi dan Akuntabiltas Anggaran
APBD yang disusun dapat menyajikan informasi se¢arbuka dan
mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan,raasaumber pendanaan

pada setiap jenis belanja serta korelasi anta@@esnggaran dengan manfaat



dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatamgydianggarkan. Oleh karena
itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggunigjtéevaadap penggunaan
sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yhiegapkan.

3. Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang pigarhatikan antara lain:

a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraapntgaukur secara
rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumbedagatan, sedangkan
belanja yang dianggarkan merupakan batas tertpegyggeluaran belanja.

b. Penganggaran pengeluaran harus didukung denganysadapastian
tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukuptidak dibenarkan
melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atak mtencukupi kredit
anggarannya dalam APBD/perubahan APBD.

c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam aalggaran yang
bersangkuran harus dianggarkan dalam APBD dan ukék melalui
rekening kas umum daerah.

4. Keadilan Anggaran
Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan dakvanya yang
dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbandéemampuan
masyarakat untuk membayar. Masyarakat yang memK&mampuan
pendapatan rendah secara proporsional diberi bghag sama, sedangkan
masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membsnggi diberikan
beban tinggi pula. Untuk menyeimbangkan kedua &kbi tersebut
pemerintah daerah dapat melakukan perbedaan tedra rasional guna
menghilangkan rasa ketidakadilan . Selain dari paddalam mengalokasikan
belanja daerah, harus mempertimbangkan keadilarpeiar@rataan agar dapat
dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpakroisnasi pemberian
pelayanan.
5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan seoptimal gkiun untuk
meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyafleit karena itu, untuk



meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaranamaperncanaan anggaran
perlu memperhatikan:
a. Tujuan, sasaran, hasil dan manfaat, serta indikatogrja yang ingin
dicapai.
b. Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan nbekexja, serta
penetapan harga satuan yang rasional.
6. Taat Azas
APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintateerah
ditetapkan dengan peraturan daerah, memperhatikan:

a. APBD tidak bertentangan dengan peraturan perundadgngan yang
lebih tinggi, mengandung arti bahwa apabila peniapabelanja dan
pembiayaan yang dicantumkan dalam rancangan panatizierah tersebut
telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, merapemerintah,
keputusan presiden, atau peraturan/keputusan/sdatan mentri yang
diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukung yaengikat
sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundadgagan yang lebih
tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebilggtindimaksud
mencakup kebijakan yang berkaitan dengan keuaragall.

b. APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umummgarelung arti
bahwa rancangan peraturan daerah tentang APBD tihrahkan agar
mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan dan ntegen
masyarakat (publik) dan bukan membebani masyarBlesituran daerah
tidak boleh menimbulkan diskriminasi yang dapat gakibatkan
ketidakadilan, menghambat kelancaran arus baramg pgtumbuhan
ekonomi masyarakat, pemborosan keuangan negarafidaenemicu
ketidak percayaan masyarakat kepada pemerintah, ndangganggu
stabiltas keamanan serta ketertiban masyarakat yaogra keseluruhan
mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahldaer

c. APBD tidak bertentangan dengan peraturan daerahylaj mengandung
arti bahwa apabila kebijakan yang dituangkan dafsraturan daerah

tentang APBD tersebut telah sesuai dengan keterpesasturan daerah



sebagai penjabaran lebih lanjut dari perundangqgaiayang lebih tinggi
dengan memperhatikan ciri khas masing-masing dae&ébagai
konsekuensinya bahwa rancangan peraturan daeethiendsarus sejalan
dengan peraturannya tentang pokok-pokok pengeldtaaangan daerah
dan menghindari adanya tumpang tindih dengan paradaerah lainnya,
seperti: Peraturan mengenai Pajak Daerah, Retridserah dan

sebagainya.

2.3.5 Proses Penyusunan APBD

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah disusunaised®ngan

kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampeadapatan daerah.
Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja irtahddaerah (RKPD)

dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat

Setidaknya terdapat enam subproses dalam penyusiR&iD yaitu:

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

KUA disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintabrdba(RKPD)dan

pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan mendadalunesurat edaran

mendagri. Proses penyusunan diawali dengan penmbraateangan awal KUA
oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yangntjin oleh Sekertaris

Daerah. Rancangan KUA terdiri atas dua komponemaitgaitu:

a.

Target pencapaian kinerja yang terukur dari progpaogram yang akan
dilaksanakan oleh pemda untuk setiap urusan petakrifaerah.

Proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daseatg sumber dan
penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asamgingendasarinya.
Program-program tersebut harus diselaraskan dengaioritas
pembangunan yang ditetapkan pemerintah daerah.

. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Seme{R&A&AS)

PPAS merupakan dokumen yang berisi seluruh progcarja yang akan

dijalankan tiap urusan pada tahun anggaran, dinpangram kerja tersebut

diberi prioritas sesuai dengan visi, misi, dan tefya pemda. Sama seperti



KUA, proses penyusunan PPAS diawali dengan pembuatacangan awal
PPAS oleh TPAD. Rancangan awal PPAS ini disusurddsarkan nota
Kesepakatan KUA, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib darsan pilihan.

b. Menentukan urutan Program untuk masing-masing arusa

c. Menentukan Plafon Anggaran untuk tiap program.

3. Penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah (SE KDH) rigntRedoman
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Rergngkat Daerah
(RKA SKPD)

Surat Edaran Kepala Daerah tentang program pengasi®KA SKPD
merupakan dokumen yang sangat penting bagi SKRllse menyusun
RKA. Setidaknya ada tiga dokumen dalam lampiran BKRlam menyusun
RKA-nya, yaitu:
a. Dokumen KUA, yang memberikan rincian program dami&@n per
SKPD.
b. Standar satuan harga, yang menjadi referensi dakmentuan rincian
anggaran di RKA.
c. Kode Rekening untuk tahun anggaran yang bersangkuta
Selain KUA dan PPA, data tentang Analisis Standelarja, Dokumen
standar Pelayanan Minimal , serta standar SatuamgaHdibutuhkan dalam
pembuatan rancangan awal SE KDH ini. Data Anafiendar Belanja adalah
penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya ydmggnakan untuk
melaksanakan suatu kegiatan, sedangkan Standanddtuga merupakan harga
satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku diusdaerah yang ditetapkan
dengan keputusan kepala daerah.

4. Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran SKPD

RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan pengamggarsy berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program datategSKPD, serta rencana
pembiyaan sebagai dasar penyusunan APBD. RKA SKiDswuh dengan
berpedoman pada Surat Edaran kepala daerah ted¢giognan penyusunan RKA

SKPD.



5. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD

Dokumen sumber yang utama dalam Raperda APBD adriah SKPD.
Oleh karenanya harus dipastikan bahwa setiap RKRIBlelah disusun sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Untulfame hal ini, setelah
Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengumpulkan RKA SKiengan KUA,
Prioritas dan Plafon Anggaran, Prakiraan maju yaeligh disetujui tahun
anggaran sebelumnya, dokumen perencanaan lainmg rgdevan, target atau
capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok samak&giatan, standar analisis
belanja, standar satuan harga, standar pelayanamahji serta dokumen
sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.

Proses selanjutnya adalah pengompilasian selurubA Riéng telah
dievaluasi TAPD menjadi dokumen kompilasi RAK. Rr®sni dilakukan oleh
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Berdasatkkumen kompilasi
tersebut , PPKD kemudian membuat lampiran-lamsebagai berikut:

a. Ringkasan APBD

b. Ringkasan APBD (menurut urusan pemerintah dan sgsiy

c. Rincian APBD ( menurut urusan pemerintah, organigasndapatan,

belanja, dan pembiayaan)

d. Rekap belanja ( menurut urusan pemerintah, orgsinippogram dan

kegiatan, dan keselarasan urusan dengan fungsi)
6. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD

Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang APBD t@ah disetujui
bersama DPRD dan Rancangan Kepala Daerah tentamgphBean APBD kepada
gubernur untuk dievaluasi. Penyampaian tersebubhgadhmbat tiga hari kerja
setelah rancangan peraturan daerah disusun didengan:

a. Persetujuan bersama Pemda dan DPRD terhadap raeBia

b. KUA dan PPA yang disepakati kepala daerah dan piampDPRD.

c. Risalah sidang jalannya pembahasan raperda APBD.

d. Nota keuangan dan pidato kepala daerah perihalapapgian pengantar

nota keuangan pada sidang DPRD.



Proses evaluasi ini dilakukan maksimal selama 18 hkarja sejak
penyerahan dilakukan. Jika kedua rancangan penataraebut dinyatakan tidak
lolos evaluasi, maka Pemda bersama DPRD harus uk@alpenyempurnaan.

Raperda tentang APBD dan rancangan Peraturan Ké&maah tentang
penjabaran APBD yang telah lolos dalam proses asakegera ditetapkan oleh
Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah dan pendtefmla Daerah. Penetapan
tersebut dilakukan selambat-lambatnya tanggal 3%edéer tahun anggaran

sebelumnya.

2.3.6 Struktur APBD
Peraturan Mentri Dalam Negri No. 13 tahun 2006 aegt Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwauistalBD terdiri atas

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

2.3.6.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah, yaitu hak pemerintah daerah gekgi sebagai
penambah nilai kekayaan bersih (permendagri N@OD& dan UU No.17/2003).
Pendapatan daerah dalam stuktur APBD dikelompokas Rendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain peat@a yang sah.

Kelompok PAD dibagi menurut jenis pendapatan dageaty terdiri atas
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaskayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yangJesmis pendapatan pajak dan
retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatsuai dengan undang-undang
tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Senaefgais hasil pengelolaan
kekayaan daerah, yang dipisahkan dan dirinci memisjek pendapatan, yang
mencakup: bagian laba atas penyertaan modal padasap@aan milik
daerah/BUMD, bagian laba penyertaan modal pada spkaan milik
pemerintah/BUMN, dan bagian penyertaan modal padasphaan milik swasta
atau kelompok usaha masyarakat. Sementara iti§ faimm-lain pendapatan asli
daerah yang sah disediakan untuk menganggarkamipeae daerah yang tidak

termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusiralaekemudian hasil



pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dimeciurut objek pendapatan
yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerahtigadgdipisahkan: jasa giro,
pendapatan, bunga, penerimaan atas tuntutan gamigikn daerah, penerimaan
komisi, potongan ataupun bentuk lain akibat peajuaan/atau pengadaan barang
dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungasetigin nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing, pendapatan denda aedakdtatan pelaksanaan
pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan oetridasi, pendapatan hasil
eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengemlifdisifitas sosial dan fasilitas
umum), pendapatan dari penyelenggaraan pendidikam pgelatihan, serta
pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi mejamst pendapatan
yang terdiri dari atas dana bagi hasil, dana alokasum, dan dana alokasi
khusus. Dana bagi hasil itu sendiri dirinci menotijek pendapatan yang
mencakup bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bpkgk. Sementara itu, untuk
jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objeldapatan dana alokasi umum
dan jenis dana alokasi khusus yang dirinci ber#asaobjek pendapatan menurut
kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagnurut jenis
pendapatan yang mencakup hibah berasal dari peatedian pemerintah daerah
lainnya.  Badan/lembaga/organisasi  swasta  dalam i,negkelompok
masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negri tydaky mengikat,serta darurat
dari pemerintah dalam rangka penaggulangan korbargi&kan/akibat bencana
alam, dana bagi hasil pajak dari propinsi kepaddugaten/kota, dana
penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkdm pemerintah, serta
bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemeridgagnah lain. Hibah diartikan
sebagai penerimaan daerah yang berasal dari peafenm negara asing,
badan/lembaga asing, badan/lembaga internasioadhnembaga dalam negeri
atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupialpom barang dan/atau jasa,

termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak kbayar kembali.



Secara ringkas, stuktur pendapatan daerah daagikdis sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah

b. Retribusi daerah

c. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana perimbangan

a. Dana Bagi Hasil

b. Dana Alokasi Umum

c. Dana Alokasi Khusus
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

a. Bantuan dana

b. Hibah

c. Dana darurat
d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus
e

. Bantuan keuangan provinsi atau pemda lainnya

2.3.6.2 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran damingkkas umum
daerah yang dapat mengakibatkan berkurangnya ekaitas dana sebagai
kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran seadtk takan diperoleh
pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja jugancdirmenurut urusan
pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatalonpok, jenis, objek, dan
rincian objek belanja.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendahgkganaan urusan
pemerintahan yang menjadi wewenang provinsi/kaleumgedta yang terdiri atas
urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang pgear@ennya dalam bagian atau
bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersamaenrgah pusat dan
pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yhtetapkan dengan
ketentuan perundang-undangan. Dalam penyelenggd&m@anja, urusan wajib

diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan alkas kehidupan



masyarakat sebagai upaya pemenuhan kewajiban dgenghdiwujudkan dalam

bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikarehkg¢sn, fasilitas sosial, dan
fasilitas umum yang layak serta mengembangkan nsisjgminan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersdibutjudkan melalui proses
kerja dalam pencapaian standar pelayanan mininsalasgeraturan perundang-
undangan.

Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintaharditeratas belanja
urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Klasifikedanja menurut urusan wajib
mencakup:

1. Pendidikan
Kesehatan
Pekerjaan umum
Perumahan rakyat
Penataan ruang
Perencanaan pembangunan
Perhubungan
Lingkungan hidup
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Pertahanan

10.Kependudukan dan catatan sipil
11.Pemberdayaan perempuan

12.Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
13.Sosial

14.Tenaga kerja

15.Koperasi dan usaha kecil menengah

16. Penanaman modal

17.Kebudayaan

18.Pemuda dan olah raga

19.Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
20.Pemerintahan umum

21.Kepegawaian

22.Pemberdayaan masyarakat dan desa



23. Statistik
24. Arsip
25.Komunikasi dan informatika
Sementara itu, klasifikasi belanja menurut jurugidihan mencakup:
1. Pertanian
Kehutanan
Energi dan sumber daya mineral
Pariwisata
Kelautan dan perikanan

Perdagangan
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Perindustrian
8. Transmigrasi.

Menurut urusan pemerintahan, penanganan belanamddlagian atau
bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersanaraapemerintah pusat dan
pemerintah daerah ditetapkan dengan ketentuan gemgrundangan dijabarkan
dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifilkesamenurut urusan wajib
dan urusan pilihan.

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakatul tujuan keselarasan
dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara ttasiri

1. Pelayanan umum
Ketertiban dan ketentraman
Ekonomi
Lingkungan hidup
Perumahan dan fasilitas umum
Kesehatan
Pariwisata dan budaya
Pendidikan

Perlindungan sosial
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Pengelolaan belanja atas dasar kelompoknya dimk&suduntuk
memudahkan pengendalian atas dasar perilaku peaanaya. Belanja menurut

kelompok belanja terdiri atas belanja tidak langsdan belanja langsung.



1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidakate secara langsung

dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Artinga, atau tidak adanya

kegitan tidak mempengaruhi pengeluaran atas belseignja tidak langsung.

Belanja tidak langsung seperti ini biasa terkeredlagai“fixed east” yang

jumlahnya relatif tetap dari tahun ke tahun teripadaariabilitas

program/kegiatan. Adapun karakteristik belanja Kidangsung antara lain
sebagai berikut:

a. Dianggarkan setiap bulan dalam setahun (bukan untéiap
program/kegiatan) oleh masing-masing Satuan kegearfgkat Daerah
(SKPD).

b. Jumlah anggaran belanja tidak langsug sulit diwtao sulit dibandingkan
secara langsung dengamtputprogram/kegiatan.

c. Variabilitas jumlah setiap jenis belanja tidak langg oleh target kinerja
atau tingkat pencapaian yang diterapkan dari profigegiatan tertentu.
Berdasarkan karakteristiknya, belanja tidak langsunerupakan tipe

belanja yang sulit dinilai kewajarannya berdasamdaktivitas atau terkait dengan
tingkat pencapaian yang diterapkan dari suatu nsplagram/kegiatan. Menurut
jenis belanjanya, ada delapan jenis kelompok belaagk langsung .
1) Belanja pegawai
Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dantuk gaji dan
tunjangan serta penghasilan lain yang diberikara#@ppegawai negri
sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan pangiundangan.
Yang masuk dalam pengertian tersebut adalah ugmgsentatif dan
tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gajitdajangan kepala
daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilarpeaerimaan lain
yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundatajgan dan
dianggarakan dalam belanja pegawai. Selain haéliats pemerintah
daerah dapat memberikan tambahan penghasilan tambképada
pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yaimgktif dengan

memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mdeipero



persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peratpesandang-
undangan.

2) Belanja Bunga
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pemdraybunga
utang yang dihitung atas kewajiban pokok utgmun€ipal outstanding)
berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendekkmmgenengah, dan
jangka panjang.

3) Belanja Subsidi
Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan baniaya produksi
kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menghagikaduk/jasa
pelayanan umum masyarakat agar harga jual progasasi/yang
dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi halalsulchn audit
terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan pemerikpaagelolaan dan
tanggunggjawab keuangan negara dan wajib memierika
pertanggungjawaban atas penggunaan subsidi kepadéaldaerah.

4) Belanja Hibah
Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pearberang, barang
dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintahahddainnya,
perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi yamaketan yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannyangghi bersifat tidak
wajib dan tidak secara terus menerus. Uang dam@arang diberikan
dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengesygratan yang
ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerahddakukan setelah
mendapat persetujuan DPRD. Hibah dalam bentuk udnagang,
dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintahhdiennya dapat
diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penggaraan fungsi
pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum jaagagitetapkan

dalam peraturan perundang-undangan.



5) Bantuan Sosial
Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan peanbdrantuan
dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakait pehingkatan
kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial dibetiklak secara terus
menerus atau tidak berulang setiap tahun anggetan tiberikan secara
selektif dan memiliki kejelasan peruntukan pengagunnga.
6) Belanja Bagi Hasil
Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarka @eagi hasil yang
bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabugatan atau
pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah dasapandapatan
pemerintah daerah lain sesuai dengan ketentuangserg-undangan.
7) Bantuan Keuangan
Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkamdamteuangan
yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepeataupaten/kota,
pemerintah desa, dan kepada pemerintah daeralydastau pemerintah
kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pematefabnya dalam
rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuanga
8) Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegigang sifatnya
tidak bisa atau tidak diharapkan berulang, seppemanggulangan
bencana alam, belanja sosial yang tidak dianggark@ipelumnya,
termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaamaida@hun-tahun
sebelumnya yang telah ditutup.
2. Belanja Langsung
Belanja langsung adalah kelompok belanja yang djigerni secara
langsung oleh ada atau tidaknya program/kegiat@mgBn kata lain, belanja
langsung merupakan komponen biaya langsung progegiatan. Nilai biaya
tiap belanja langsung (besar/kecilnya) akan dipergssecara langsung atas

jumlah/kegiatan.



Adapun karakteristik belanja langsung adalah sefbagkut:

a. Dianggarkan untuk setiap program atau kegiatan ydiogulkan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

b. Jumlah anggaran belanja langsung suatu program katgiatan dapat
diukur atau dibandingkan secara langsung dermgdput program atau
kegiatan yang bersangkutan.

c. Variabilitas jumlah setiap jenis belanja langsuiygedgaruhi oleh target
kinerja atau tingkat pencapaian yang diharapkan pergram atau
kegiatan yang bersangkutan.

Menurut jenis belanjanya, ada tiga jenis kelompelanja langsung yaitu:

1) Belanja Pegawali
Belanja pegawai digunakan untuk pngeluaran honeordudpah dalam
melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah

2) Belanja Barang dan Jasa
Belanja barang dan jJasa digunakan untuk pengeluaran
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnyangudari dua
belas bulan dan/atau pemakaian jasa dalam pelasgmagram dan
kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaarangbardan
pemakaian jasa mencakup belanja barang habis paddagn/material,
jasa kantor premi asuransi, perawatan kendaraanmaber,
cetak/pengadaan, sewa rumah/gedung/ruang/parkinva sesarana
mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan daalgtan kantor,
makanan dam minuman, pakaian dinas dan atribufpgkaian kerja,
pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanaasd perjalanan dinas
pindah tugas serta pemulangan pegawai.

3) Belanja Modal
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yangkukian dalam
rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan &set teerwujud
yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belagarb untuk
digunakan dalam kegiatan pemerintahan, sepertindddantuk tanah,



Se
berikut:

peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, jalgasii dan aset tetap
lainnya.

Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan asgt berwujud yang
dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar batgbangun aset.
Belanja  honorarium  panitia  pengadaan dan  admisistra
pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap agang
dianggarkan pada belanja modal dianggarkan padanjeelpegawai
dan/atau belanja barang dan jasa.

cara ringkas stuktur belanja daerah tersebutt ddipajikan sebagai

1. Belanja Tidak Langsung

a.
b
Cc
d.
e
f

g.

Belanja pegawai

. Belanja Bunga

. Belanja Subsidi

Belanja Hibah

. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

Belanja tak terduga

2. Belanja langsung

a
b
c

. Belanja Pegawai
. Belanja Barang dan Jasa

. Belanja Modal

2.3.6.3Pembiayaan Daerah

Pe

mbiayaan daerah adalah semua transaksi keuantygnnoenutup defisit

atau untuk memanfaatkan surplus serta penerimaag perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembak dama tahun anggaran yang

bersang

kutan maupun tahun-tahun anggaran berikutRganbiayaan daerah

terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengelpam@mbiayaan.



1. Penerimaan Pembiayaan

Sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 13/20@&l p@0 Ayat (1)

penerimaan pembiayaan meliputi:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaraglusebya, mencakup
pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaenpdaimbangan,
pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan da@ray sah, pelampauan
penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajklepada pihak
ketiga sampai akhir tahun belum diselesaikan, daa dana kegiatan
lanjutan.

b. Pencairan dana cadangan, digunakan untuk meng&aggeencairan dana
cadangan dari rekening dana cadangan ke rekenmay ldes umum daerah
dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah yang dikaggaesuai dengan
jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan dagnatang pembentukan
dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dangaragang dicairkan
dari rekening dana cadangan ke rekening kas udmemah dianggarkan
dalam belanja langsung SKPD pengguna dana caddejamaan, kecuali
diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undanga

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkaararain digunakan
untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaak dakrah/BUMD dan
penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikarnakan dengan pihak
ketiga, atau hasil divestasi penyamaan modal petaéri Penjualan hasil
kekayaan daerah ini dapat menambah nilai kekayaasihbyang dimiliki
oleh pemerintah daerah dalam satu tahun berkenaan.

d. Penerimaan pinjaman daerah, digunakan untuk meggskan penerimaan
pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penedbtmasi daerah yang
akan direalisasikan pada tahun anggaran yang lesken

e. Penerimaan piutang, digunakan untuk menganggarleeripnaan yang
bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga,rsdperupa penerimaan
piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerip@nerintah daerah
lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuang&anbbank, dan

penerimaan piutang lainnya.



2. Pengeluaran Pembiayaan

Selanjutnya dalam pasal 60 Ayat (2) disebutkan laahpengeluaran

pembiayaan terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan, pemerintah daerah mi@palbentuk dana
cadangan guna menandai kegiatan dan penyediaamydatidak dapat
dibebankan dalam satu tahun anggaran sekaligusidempga setelah
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah karenaupn tersebut
mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadgogamnam , dan
kegiatan, yang akan dibiayai dari dana cadangasarbe, dan rincian
tahunan dana cadangan , dan tahun anggaran pedaksdana cadangan.
Sebelumnya, rancangan peraturan daerah tentang eparkbn dana
cadangan dibahas bersamaan dengan pembahasangeangaeraturan
daerah tentang APBD. Penetapan rancangan peratlaarah tentang
pembentukan dana cadangan ditetapkan oleh kepa&elddbersamaan
dengan penetapan rancangan peraturan daerah t&R&Yy

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerahesiasi pemerintah
daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan ppeamedaerah yang
diinvestasikan, baik jangka pendek maupun jangkgapg .

c. Pembayaran pokok utang, digunakan untuk menganagapkembayaran
kewajiban atas pokok hutang yang dihitung berdasarkperjanjian
pinjaman jangka pendek, jangka menengah, jangkiaman

d. Pemberian pinjaman daerah, digunakan untuk mengakaygy pinjaman
yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atauenmtiah daerah
lainnya.penerimaan kembali penerimaan pinjaman rdigan untuk
menganggarkan posisi penerimaan kembali, pinjamang ydiberikan
kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah dizenala.



2.4 Pengelolaan Keuangan Daerah
2.4.1 Siklus Pengelolaan keuangan daerah
Ada tiga siklus utama dalam sistem pengelolaanrkgaradaerah yaitu:
1. Perencanaan
Pada tahap perencanaan, input yang digunakan adzdgirasi

masyarakat melalui musyawarah rencana pembanguenran dilakukan oleh
DPRD dan pemerintah daerah sebagai cikal bakalrliketiean masyarakat
dalam menentukan arah dan kebijakan strategis wgdhgnya akan diberi
payung dan arah bagi suatu APBD. Dari musyawarabarea pembangunan
tersebut dihasilkan Rencana Kerja Pemerintah Da@&IRPD)yang kemudian
dijabarkan dalam usulan kegiatan/aktivitas SKPD dignoses dengan standar
analisis belanja sehingga setiap aktivitas yangulikan mencerminkan visi,
misi, tujuan, sasaran, dan hasil yang telah diketapSelain itu, anggaran yang
diusulkan juga harus mencerminkan (anggaran) kinesyena telah diproses
dengan menekankan aspek kinerja.

2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, input yang digunakan a8RIBD yang sudah

ditetapkan untuk kemudian dilaksanakan dan dicagalui sistem akuntansi
guna menghasilkan laporan pelaksanaan APBD, baikupbe laporan
semesteran ataupun tahunan sebagai laporan peartegj@gaban kepala
daerah.

3. Pengendalian

Tahap pengendalian meliputi penyampaian laporatapggungjawaban

kepala daerah kepada DPRD, proses evaluasi laper@anggungjawaban, serta

keputusan  evaluasi berupa penerimaan atau penolakaporan

pertanggungjawaban kepala daerah.

2.4.2 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan keuangan daerah menganut prinsip &GETE,
akuntabilitas danvalue for money Transparansi merupakan wujud adanya

keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusumarpethksanaan anggaran



daerah. Dalam prinsip ini anggota masyarakat merdk dan akses yang sama
untuk mengetahui proses anggaran karena menyaagkutasi dan kepentingan
bersama, terutama pemenuhan kebutuhan hidup mkayas@mentara itu prinsip
akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawabanlilpwmng berarti bahwa
proses penganggaran , mulai dari perencanaan, @@emgm, hingga pelaksanaan
harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertamgg@wabkan kepada DPRD
dan masnyarakat. Masyarakat tidak hanya memilikk batuk mengetahui
anggaran tersebut tetapi juga berhak menuntutqgytangjawaban atas rencana
ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Kemudiasippvalue for money
menerapkan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efeles/i dalam proses
penganggaran. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan pknggunaan sumber
daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan ahar@ng paling murah.
Efissiensi bahwa dalam penggunaan dana masyarakad menghasilkaautput
yang maksimal (berdaya guna). Selanjutnya efekSviberarti bahwa dalam
penggunaan anggaran harus mencapai target ataantyjang menyangkut
kepentingan publik.

Adapun asas umum manajemen keuangan daerah bé&stagmsal 66
UU No. 33/2004 sebagai berikut:

a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat padatyran perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparaan Hertanggungjawab
dengan memperhatikan keadilan , kepatutan, dan aaanftintuk
masyarakat.

b. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pateien APBD
setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

c. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pgagan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi.

d. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam aalggaran yang
bersangkutan harus dimasukan dalam APBD.

e. Surplus dapat digunakan untuk membiayai pengeluaaerah tahun

anggaran berikutnya.



f.

Penggunaan surplus APBD dimaksudkan untuk memberdaka
cadangan atau penyertaan dalam perusahaan daetsh rhamperoleh
persetujuan terlebih dahulu daripada DPRD.

Prinsip-prinsiplain yang juga dianut dalam pengelolaan keuangan daerah,

seperti tercantum dalam pasal 67 UU No. 33/2004/ahdsebagai berikut:

a.

Peraturan daerah tentang APBD merupakan dasatmpbaggrintah daerah
untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yangaKieat pada
pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuldamai pengeluaran
tersebut tidak tersedia atau tidak cukup.
Semua pengeluaran daerah termasuk subsidi, hibalahtuan keuangan
lain yang sesual dengan program pemerintah daeiddmal melalui
APBD.
Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang beankad@ngan
pelaksanaan APBD dapat mengakibatkan pengenaana ddad/atau
bunga.
APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggpemaerintah dan
kemempuan pemerintah daerabh.
Apabila APBD diperkirakan defisit maka ditetapkanmber-sumber
pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalaratpean daerah tentang
APBD.
Apabila APBD diperkirakan surplus maka ditetapkamggunaan surplus
tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 58/2005 dan Perrganba. 13/2006

pasal 4 dijelaskan bahwa keuangan daerah dikeletars tertib, taat pada

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomisktigf transparan, dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keakidpatuhan, dan manfaat

untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daeratsalilakan dalam suatu sistem

yang terintegrasi dan diwujudkan dalam APBD yartgtdpkan dengan peraturan

daerah. Pada dasarnya, perubahan paradigma peagel@duangan daerah harus

tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaararigan daerah yang baik.



Dengan demikian, tujuan-tujuan pengelolaan keuandaerah dapat dicapai

secara efektif dan efisien. Untuk itulah, guna guetkan pilar akuntabilitas dan

transparansi perlu dipahami beberapa prinsip pgntimanajemen keuangan

daerah, sebagai berikut:

a.

Taat pada peraturan perundang-undangan, dengan udnakahwa
pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman padaurpn
perundang-undangan.

Efektif, merupakan pencapaian hasil program dertigaget yang telah
ditetapkan, yaitu dengan membandingkan keluaragatehasil.

Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksidengan masukan
tertentu atau penggunaan masukan terendah untukapetnkeluaran

tertentu.

. Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan denganitakuatlan

kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.

Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang mgkmkan
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akB@snasi seluas-
luasnya tentang keuangan daerah.

Bertanggungjawab, merupakan wujud dari kewajibase@@ng untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendsliarber daya
dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepaddalam rangka
pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Keadilan, adalah keseimbangan distribusi hak davajiean berdasarkan

pertimbangan yang objektif .

. Kepatutan, adalah tindakan atau suatu sikap ydagulian dengan wajar

dan proporsional.
Manfaat, maksudnya keuangan daerah diutamakan upémkenuhan
kebutuhan masyarakat.

Agar pengelolaan keuangan daerah dapat diselerkggaszcara legal dan

akuntabel, pedoman penyelenggaraan harus dituangikam suatu peraturan
daerah pasal 33 PP No. 58/2005 menyebutkan bahtgatkan tentang pokok-



pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengatupan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang betéaigan isi sebagai berikut:
Asas umum pengelolaan keuangan daerah

Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah

Stuktur APBD

Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RAK-SKPD

Penyusunan penetapan APBD

- ® 2 0 T p

Pelaksanaan dan perubahan APBD

Penatausahaan keuangan daerah

> @

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD
j. Pengelolaan kas umum daerah
k. Pengelolaan piutang daerah
|.  Pengelolaan investasi daerah
. Pengelolaan barang milik daerah
Pengelolaan dana cadangan
Pengelolaan utang daerah

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangah daera

L © o 5 3

Penyelesaian kerugian daerah

-

Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
s. Pengaturan pengelolaan keuangan daerah

Kemudian, sistem dan prosedur pengelolaan dan ganadaerah diatur
dengan surat keputusan kepala daerah sesuai dpagda tentang pokok-pokok
pengelolaan keuangan daerah. Kebinekaan dimungkitdgadi sepanjang hal
tersebut masih sejalan atau tidak bertentanganadepgraturan pemerintah.
Dengan upaya tersebut, diharapkan daerah terdantog lebih tanggap, kreatif,
mampu  mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pekhiran
sistem/prosedurnya serta meninjau kembali sisteseli@t secara terus menerus
untuk memaksimalkan efesiensi berdasarkan keaddehutuhan, dan
kemampuan daerah setempat. Dalam kerangka otormmemerintah daerah

mengadopsi sistem yang disarankan oleh pemerirdabas dengan kebutuhan



dan kondisi daerah masing-masing dengan tetap nrbatp@n standar dan
pedoman yang ditetapkan.

Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah agaujter tata kelola
keuangan yang transparan dan akuntabel, diperlakatu proses perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawabasesrnai diperlukan agar
keseluruhan tahapan siklus pengelolaan keuangamaldéerjalan dengan baik
sehingga penyimpangan atau kesalahan dapat dihiatan diminimalisasi.
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah dadafah proses kegiatan yang
ditunjukan untuk menjamin agar pemerintahan berjaksuai dengan rencana dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlRlemgawasan yang
dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan penggkraan urusan
pemerintahan dan utamanya terhadap peraturan dakrahperaturan kepala
daerah.

Fungsi pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerdasar pasal 130
PP No. 58/2005 dan pasal 309 Permendagri No. 18/2€ebutkan bahwa
pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah nieliput

a. Pemberian pedoman mencakup perencanaan dan peaguPBD,
pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangaerahd
pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauarevddmasi, serta
kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.

b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi @ame perencanaan
dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaatam$iukeuangan
daerah, serta pertanggngjawaban keuangan daerah dilaksanakan
secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik senargeluruh kepada
seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu skEswgan kebbutuhan.

c. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara lzelbdadi kepala daerah
atau wakil kepala daerah, pimpinan anggota DPREanmkat daerah, dan
pegawai negri sipil daerah serta kepada bendahargerimaan dan
bendahara pengeluaran.

d. Penelitian dan pengembangan dilaksanakan secalaldeatau pun

sewaktu-waktu dengan memperhatikan susunan pe iadesimt



Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2005 tentangnRad®embinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ngkserabahwa dalam
rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawa&merintah memberi
penghargaan kepada pemerintah daerah, kepala Heskdhkepala daerah,
anggota DPRD, perangkat daerah, pegawai negeli dgarah, kepala desa,
perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan leerdasarkan hasil
penilaian terhadap urusan pemerintah daerah yamginpekan prestasi tertentu.
Sebaliknya, pemerintah memberikan sanksi apahi¢andikan penyimpangan dan

pelanggaran.

2.5 Kinerja
2.5.1 Definisi Kinerja
Terdapat beberapa definisi mengenai kinerja, yaitu:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia2002:503), kinerja adalah
“Sesuatu yang dicapai atau prestasi yang dipekiimaatau kemampuan
kerja”.

2. MenurutKamus Istilah Akuntansi (2003-215), kinerja adalah “Sesuatu
istilah umum yang digunakan untuk sebagian ataurgeltindakan atau
aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode”

3. MenurutPayaman J.S(2005:1), kinerja adalah “Tingkat pencapaian hasil
dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan”

Dari ketiga definisi diatas, dapat diambil kesirggubahwa kinerja adalah
kemampuan atau prestasi yang dicapai dalam melaksansuatu tindakan

tertentu.

2.5.2 Definisi Penilaian Kinerja
Mulyadi (2001:415), merumuskan definisi penilaian kinegabagai
berikut:
“Penilaian kinerja adalah penentuan secara periefiiktivitas operasional
suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyaveabheydasarkan sasaran,

standar, dan kriteria yang telah ditetapkabelumnya”



Sedangkan menurtiiro Tugiman (2006:6), penilaian kinerja adalah:
“Penilaian Kinerja Mengandung makna sesuatu proagsl sistem

pengukuran mengenai pelaksanaan kemampuan ketjasgganisasi”

2.5.3 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja
Menurut Mardiasmo (2002:122), tujuan dan manfaat pengukuran kinerja
adalah:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik,

2. Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansigcara berimbang
sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapassagst,

3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan marmeajelr menengah
dan bawah serta memotivasi untuk mencgpai congruencedan

4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkaelkzsgan individual
dan kemampuan kolektif yang rasional.

Manfaat pengukuran kinerja adalah:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakaik menilai
kinerja manajemen,

2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yafain ditetapkan,

3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinegan
membandingkannya dengan target kinerja serta miaakuindakan
korektif untuk memperbaiki kinerja,

4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dammiankgeward &
punihsment)secara objektif atas pencapaian prestasi yang disgsuai
dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disgpak

5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpdaam rangka
memperbaiki kinerja organisasi,

6. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pgéangsudah
terpenuhi,

7. Membantu memehami proses kegiatan instansi perabrint

8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukearaebjektif.



2.5.4 Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah
Menurut lhyaul Ulum (2004:276) pengukuran kinerja sektor publik
dilakukan untuk memenuhi tiga maksud:
1. Pengukuran sektor publik dimaksudkan untuk memban&mperbaiki
kinerja pemerintah.
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mepgabkikan sumber
daya dan pembuatan keputusan.
3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan umtuk mpwlikan

pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikelembagaan.

Pengukuran sektor publik merupakan cara untuk depanhpertahankan
prestasi berbagai pekerjaan dan pelayanan yang tilakukan pemerintah.

Pengukuran kinerja sektor publik akan memberikatatey pekerjaan.

2.5.4.1 Aspek Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah
MenurutSuharyani (2004:38-39), setiap organisasi cenderung terfzada
pegukuran kinerja dalam aspek sebagai berikut:

1. Aspek keuangan, merupakan perbandingan antara ramggdengan
realisasinya selama satu periode tertentu.

2. Kepuasan pengguna, berhubungan dengan pelayandn irgdansi
pemerintah yang dituntut untuk memberikan pelayaysamg prima dan
berkualitas.

3. Operasi bisnis internal, diperlukan untuk melakulkembaikan efisiensi
dan efektivitas operasi secara berkesinambungaa gersedur pelayanan
pada instansi pemerintah.

4. Kepuasan pegawai, sumber daya manusia yang bedaiasiangat
menentukan keberhasilan program kinerja pemeristiingga penting
sekali untuk mengelola kepuasan pegawai karena ilapgegawai
pemerintah puas dengan kinerjanya maka pemeriki@at @gengan mudah

melakukan inovasi-inovasi.



5. Kepuasan komunitas darshareholder/stakeholder informasi dari
pengukuran kinerja juga didesain untuk mencapau&spnstakeholder
yang secara langsung maupun tidak langsung berlgabuwtengan instansi
pemerintah.

6. Waktu, untuk mengukur kinerja waktu menjadi salalusaspek yang
perlu diperhatikan karena sering kali informasi gapenting lambat
diterima sehingga pengambilan keputusan pun katidag relevan dan

kadaluarsa.

2.5.4.2 Model Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah
Beberapa model yang berkaitan dengan pengukuragrj&irppemerintah
daerah antara lain:
1. Model Value For Money

Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajgubhk dewasa ini

adalah ekonomis, efesiensi, efektivitas, tranngsradan akuntabilitas

publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat cakop
pertanggungjawaban mengenai pelaksangalue for money, yaitu
ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan alokadbesudaya, efisien

(berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalapeaggunaanya

diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkamgximizing benefits and

minimizing costgs serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencé&gaan
dan sasaran.

Berikut akan dijelaskan mengenai konsegue for moneyatau yang

dikenal dengan 3E:

a. Konsep ekonomi menekankan pada bagaimana mempenofeh
dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan haagarp Konsep ini
juga menghendaki hilangnya pemborosan dalam menebesumber
daya input. Secara sistematis , pengukuran ekoramtaiah sebagai

berikut:

Ekonomi &
Hargainput



b. Konsep Efisiensi pada modelalue for moneydilakukan dengan
menggunakan perbandingan antara output yang dhasilerhadap
input yang digunakarcést of input Proses kegiatan operasional dapat
dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasijaktertentu dapat
dicapai dengan penggunaan sumber daya dan damaaenmendahnya.
Secara matematis pengukuran tingkat efisiensi hdshagi berikut:

Output
Input

Efisiensi =

c. Pengukuran efektivitas terkait dengan bagaimanapubutyang
dihasilkan mampu mencapai tujuan organisasi. Konsegtivitas
merupakan perbandingan antara output yang dihasiltangan
outcome (hasil) sebagai akibat adangaitput tersebut. Pengukuran
efektivitas dilakukan dengan menggunakan rumusgseleerikut:

Qutcome
Output

Efektivitas=

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa ketiga pokokasan dalanvalue for
moneysangat terkait satu dengan yang lainnya. Ekonomnimabdas mengenai
masukan iqput), efisiensi membahas masukamp(t) dan keluarandutpu), dan
efektivitas membahas mengenai keluarautgu) dan dampak qutcomé.

Hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Pengukuran value for money

\ 4 \ 4

NILAI INPUT »  INPUT »  OUTPUT » OUTCOME
(Rp) (masukan) (keluaran) (Hasil)
EKONOMI EFISIENSI EFEKTIVITAS
(Hemat) (Berdaya guna) (Berhasil guna)
Gambar 2.1

Pengukurawalue for moneyMahmudi 2005:93)
2. Balance Scorcard

DalamBalance Scorcardda empat perspektif yang dinilai yaitu:



1) Perspektif finansial

2) Perspektif pelanggan

3) Perspektif proses internal

4) Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

Peneraparmalance scorecarghada sektor swasta sedikit berbeda dengan

penerapannya di sektor publik. Perbedaan ini terfzatla tumpuan

pengukuran. Jika dalam organisasi bisnis tumpuangyeian pada

persepektif keuangan, maka organisasi sektor pubiikpuannya adalah

pada persepektif pelanggan karena pelayanan publik.

Beberapa perbedaan organisasi bisnis/swasta deoiggmisasi sektor

publik dapat dilihat dalam tabel berikut:

7N

Tabel 2.4
PERSFEKTIF SEKTOR SWASTA SEKTOR PUBLIK
Pelanggan Bagaimana pelanggan | Bagaimana masyarakat
melihat kita? pengguna pelayan publil
melihat kita?
Keuangan Bagaimana kita melihat | Bagaimana kita

pemegang saham?

meningkatkan
pendapatan dan
mengurangi biaya?
Bagaimana kita melihat

pembayaran pajak?

Proses internal

Keunggulan apa yang

harus kita miliki?

Bagaimana kita

Membangun keunggulan?

Pertumbuhan dan

Pembelajaran

Bagaimana kita terus
memperbaiki dan

menciptakan nilai?

Bagaimana kita terus
melakukan perbaikan dan
menambah nilai bagi
pelanggan dan
stakeholde?

Sumber: Mahmudi, 2005:148



2.6 Hubungan Analisis Rasio Keuangan APBD dengan R#aian Kinerja
Pemda dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Seperti yang sudah dikemukakan dimuka, kinerjamiggasi sektor publik
termasuk didalamnya kinerja pemerintah daerah segaris besar dibagi ke
dalam kinerja finansial dan nonfinansial. Kinerjaahsial berhubungan dengan
bagaimana Pemda mengelola keuangan daerah. Seda&igkga non finansial
mencakup semua kinerja Pemda dalam menjalankas tleya fungsi pokoknya
diluar kinerja finansial tersebut.

Kinerja finansial Pemda atau kinerja pengelolaamkgan daerah memiliki
peran penting untuk mengoptimalkan kinerja Pemdaarse keseluruhan.
Bagaimana pun, tanpa adanya dukungan finansiahyaektivitas pemerintahan
yang dilakukan Pemda tidak akan berjalan dengadiketan efisien.

Munir (2004:92-93) menyajikan beberapa pendapat tenthatapa
pentingnya faktor keuangan dalam penyelenggarasematah daerah. Pendapat
tersebut antara lain:

1.Kaho,Menyatakan bahwa:
“Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksaaan
otonomi daerah adalah faktor keuangan”.

2. Manullang, menyatakan bahwa:

“Bagi kehidupan suatu negara, masalah keuangan sgat
penting. Makin baik keuangan suatu negara, makin stbil bila
kedudukan pemerintah dalam negara itu. Sebaliknya, kalau
keuangan negara itu kacau maka pemerintah akan metgadapi
kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan senau
kewajiban yang diberikan kepadanya. Demikian juga lagi suatu
pemerintah daerah, keuangan merupakan masalah pemtg
baginya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daah”.
3. Pramudji, menyatakan bahwa:

“Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan dingsinya
dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup niuk
memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inikayang
merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahu secara
nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurusumah
tangganya sendiri”.



Kesimpulan yang diambil Munir berdasarkan pendageaidapat yang
disajikan adalah:

Untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baikddgat melaksanakan
tugas otonominya dengan baik, maka faktor keuangamutlak diperlukan.
Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidpktddilepaskan dari cukup
tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangargn&akemampuan
keuangan ini merupakan salah satu indikator pengaga mengukur tingkat
otonomi suatu daerabh.

Selanjutnya, baik buruknya kondisi keuangan Penetaubungan dengan
bagaimana Pemda mengelola keuangan daerahnya. i8erbalk kinerja
pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan peradakin baik pula kondisi
keuangan daerah yang dimiliki Pemda.

Pengelolaan keuangan daerah tercermin dalam APBPer® yang telah
dikemukakan sebelumnya, APBD merupakan dasar pelagael keuangan daerah.
Dalam hal ini, untuk dapat menilai kinerja pengetosl keuangan daerah
pemerintah daerah salah satunya dengan menggumaalkadisis rasio keuangan
pada APBD. Hal ini sejalan dengan pendapat Widadml(l Halim 2002:126)
bahwa “ salah satu alat untuk menganilisis kingmmerintah daerah dalam
mengelola keunggan daerahnya adalah dengan metaknigdisis rasio keuangan
terhadap APBDyang telah ditetapkan dan dilaksariakan

Penggunaan rasio keuangan dalam mengukur kinemgep#aan keuangan
yang bersumber dari APBD pada dasarnya adalah umamkudahkan memahami
makna yang terkandung dalam APBD tersebut. Rasiarigan akan menjelaskan
bagaimana hubungan antara satu pos dengan posayamga yang ada di APBD.
Hubungan yang terjadi dapat menjelaskan kinerja dderterutama kinerja
pengelolaan keuangan daeah.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah mencakup bagaimPemda
memperoleh pendapatan dan bagaimana Pemda mergjkéokadana yang
dimiliki untuk belanja daerah. Beberapa indikatang dapat dingunakan untuk
mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah datara



. Kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pemygdeaan
otonomi daerabh.

. Efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan ppatan daerah.

. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerkmdaembelanjakan
pendapatan daerahnya.

. Konrtibusi masing-masing sumber pendapatan dalarmbgetukan
pendapatan daerah.

. Pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatanedgelparan yang

dilakukan selama periode waktu tertentu.



